Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI BANDUNG

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor
Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2006. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) ;

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3.  Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah
dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah
dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;

5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286 );



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) ;

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 )

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );



Menetapkan

20.

21.

22.

23.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pokok - pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2001 Nomor 7 Seri D );

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2004 Nomor 29 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006
Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 123.761.275.000,00
b. Dana Perimbangan Rp. 1.375.988.262.260,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 11.749.000.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.511.498.537.260,00
2. Belanja

Aparatur Daerah
a. Belanja Administrasi Umum Rp. 232.625.250.000,00
b. Belanja Operasional & Pemeliharaan Rp. 85.187.854.000,00
c. Belanja Modal Rp. 14.505.067.000,00
Jumlah Belanja Aparatur Daerah Rp. 332.318.171.000,00

Pelayanan Publik
a. Belanja Administrasi Umum Rp. 658.503.906.000,00
b. Belanja Operasional & Pemeliharaan Rp. 185.705.996.500,00
c. Belanja modal Rp. 280.836.911.000,00
d. Belanja bagi hasil & bantuan keuangan Rp. 141.875.215.000,00
e. Belanjatidak tersangka Rp. 19.420.000.000,00
Jumlah Belanja Publik Rp. 1. 286.342.028.500,00
Jumlah Belanja Aparatur & Publik Rp. 1.618.660.199.500,00

Defisit

Rp. 107.161.662.240,00



3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 150.885.044.240,00

b. Pengeluaran Rp. 43.723.382.000,00

Jumlah Pembiayaan Rp. 107.161.662.240,00
Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran - lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 9 Maret 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA
Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 9 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya




